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ABSTRAK 

Permasalahan yang ditemukan bahwa masalah waktu penyelesaian yang lama, kurangnya transparansi 

dalam prosedur pengajuan, dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran izin, 

yang mengakibatkan kebingungan, ketidakpastian, hingga potensi pelanggaran dan ketidakadilan dalam 

sektor transportasi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 

data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data secara purposive sampling 

berjumlah 14 orang. Analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji 

kredibilitas data yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi, 

dan membercheck. 

Penelitian ini mengkaji efektivitas penerbitan surat izin trayek angkutan darat pada Dinas 

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan beberapa dimensi utama. Pertama, sub variabel 

keberhasilan program menunjukkan efektivitas pada tujuan dan perencanaan strategis penerbitan izin untuk 

memberikan legalitas dan keselamatan, meskipun pengawasan masih kurang optimal. Kedua, sub variabel 

keberhasilan sasaran menunjukkan ketidakefektifan dalam ketepatan sasaran akibat dokumen tidak lengkap, 

pengawasan lemah, serta minimnya sosialisasi kepada pengusaha angkutan dan masyarakat, juga pada 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memakan waktu lama. Ketiga, sub variabel kepuasan terhadap 

program mencerminkan pelaksanaan program yang kurang efektif karena keterbatasan petugas, 

ketidaktransparanan, dan pengawasan yang kurang optimal. Keempat, pada tingkat input dan output, 

efektivitas rendah disebabkan keterbatasan pegawai, sistem verifikasi yang belum maksimal, dan kurangnya 

efisiensi proses. Kelima, sub variabel pencapaian tujuan menyeluruh memperlihatkan strategi pencapaian 

yang kurang efektif akibat minimnya sosialisasi, keterbatasan petugas, dan pengawasan yang lemah. Faktor-

faktor yang memengaruhi efektivitas terdiri dari hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, 

pengawasan yang tidak optimal, dan birokrasi yang lama, serta pendorong berupa kemampuan dan 

keramahan pegawai dalam memberikan pelayanan.  

Untuk meningkatkan Kualitas pelayanan surat izin trayek angkutan darat pada Dinas Perhubungan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka di sarankan kepala Dinas Perhubungan untuk meningkatkan sarana dan 

efisiensi birokrasi, kepada Kepala Bidang Lalu Lintas untuk memperluas sosialisasi berbasis web, kepada 

pegawai untuk mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan, serta kepada masyarakat untuk mempersiapkan 

dokumen lengkap dan memanfaatkan layanan digital. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Surat Izin Trayek, Dinas Perhubungan 

 

ABSTRACT 
The identified problems include prolonged completion times, a lack of transparency in the application 

procedures, and weak supervision and law enforcement concerning permit violations. These issues result in 

confusion, uncertainty, and the potential for violations and injustice in the transportation sector. 

This study employs a qualitative approach with a descriptive qualitative type. Data collection 

techniques include interviews, observations, and documentation. Data sources consist of 14 purposively 

selected individuals. The data analysis follows steps of data condensation, data presentation, and conclusion 

drawing. Data credibility is ensured through extended observations, enhanced diligence, use of reference 

materials, and member checks. 

This research examines the effectiveness of route permit issuance for land transportation at the 

Department of Transportation of Hulu Sungai Utara Regency based on several key dimensions. First, the 

sub-variable of program success indicates effectiveness in strategic goals and planning for permit issuance 
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to provide legality and safety, although supervision remains suboptimal. Second, the sub-variable of target 

success shows ineffectiveness due to incomplete documents, weak oversight, and limited socialization to 

transportation operators and the public, as well as lengthy Standard Operating Procedures (SOP). Third, 

the sub-variable of satisfaction with the program reflects ineffective implementation due to staff limitations, 

lack of transparency, and insufficient supervision. Fourth, the input and output levels reveal low 

effectiveness caused by limited staff, suboptimal verification systems, and inefficiency in processes. Fifth, the 

sub-variable of overall goal achievement highlights less effective strategies due to minimal socialization, 

limited staff, and weak oversight. Factors affecting effectiveness include barriers such as low public 

awareness, inadequate supervision, and lengthy bureaucracy, as well as drivers such as staff competence 

and their friendliness in providing services. 

To improve the quality of route permit services for land transportation at the Department of 

Transportation of Hulu Sungai Utara Regency, it is recommended that the Head of the Department enhance 

facilities and bureaucratic efficiency, the Head of Traffic Division expand web-based socialization, staff 

optimize supervision and services, and the public prepare complete documents and utilize digital services. 

 

Keywords: Efektivitas, Surat Izin Trayek, Dinas Perhubungan 

 

PENDAHULUAN 

Surat izin trayek adalah elemen penting dalam mendukung kelancaran angkutan umum darat, 

memberikan kepastian hukum, serta menjamin keselamatan dan keteraturan lalu lintas. Di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara, proses penerbitan izin trayek seringkali dihadapkan pada berbagai 

kendala, seperti durasi penyelesaian yang lama, kurangnya transparansi dalam prosedur pengajuan, 

dan pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan izin. (Agus dwiyanto. 2018). 

Pentingnya optimalisasi penerbitan surat izin trayek didasari oleh Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menekankan bahwa retribusi izin 

trayek termasuk dalam kategori retribusi perizinan tertentu. Namun, dalam pelaksanaannya, masih 

ditemukan banyak tantangan yang menghambat efektivitas penerbitan surat izin trayek di Dinas 

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara (UU No. 28 Tahun 2009). 

Berdasarkan observasi awal, beberapa fenomena yang ditemukan meliputi: pelayanan 

memerlukan waktu 1 hingga 2 minggu, sehingga menghambat pengoperasian kendaraan (Hasil 

Observasi, 2024). Proses yang tidak transparan menyebabkan kebingungan di kalangan pemohon 

izin (Hasil Observasi, 2024). Pengawasan terhadap implementasi izin belum optimal, membuka 

peluang terjadinya pelanggaran (Hasil Observasi, 2024). 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu; bagaimana efektivitas 

penerbitan surat izin trayek angkutan darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara 

dan faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerbitan surat izin trayek? Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerbitan izin trayek berdasarkan dimensi keberhasilan 

program, sasaran, kepuasan, input-output, dan pencapaian tujuan. Selain itu, penelitian ini juga 

mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong efektivitas layanan tersebut. 

Bagi setiap negara, baik negara sedang berkembang maupun bagi negara maju, maka sumber 

pendapatan bagi modal dan pembiayaan pembangunan adalah suatu hal yang se$nantiasa te$rus 

diusahakan dan dimanfaatkan se$optimal mungkin. Se$be$gitu jauh pe$ntingnya aspe$k ini, maka 

pe$me$rintah suatu ne$gara te$rkadang me$re$habilitasi, me$nambah bahkan me$ngubah suatu siste$m 

te$rte$ntu untuk me$ncapai suatu usaha dalam rangka pe$nggalian sumbe$r dana bagi pe$ndapatan ne$gara 

te$rse$but. Pe$ndapatan dari ne$gara te$rse$but yang ke$mudian akan digunakan untuk me$mbiayai 

pe$mbangunan di ne$gara yang be$rsangkutan. Indone$sia me$rupakan salah satu ne$gara be$rke$mbang 

yang saat ini se$dang giat-giatnya me$lakukan pe$mbangunan dibe$rbagai se$ktor ke$hidupan. 

Pe$mbangunan me$rupakan upaya pe$manfaatan se$gala pote$nsi yang ada di masing-masing dae$rah, 
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ole$h kare$na itu pe$mbangunan le$bih diarahkan ke$ dae$rah-dae$rah, se$hingga pe$laksanaan 

pe$mbangunan te$rse$but dise$rahkan langsung pada tiap-tiap dae$rah.  

Seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang Nomor 32 tahun 

2004 me$mbe$rikan ke$we$nangan yang le$bih luas, nyata,dan be$rtanggung jawab ke$pada dae$rah 

otonomi untuk me$ngatur dan me$ngurus se$ndiri urusan pe$me$rintahan dan me$laksanakan 

ke$we$nangan atas prakarsa se$ndiri se$suai de$ngan ke$pe$ntingan masyarakat se$te$mpat dan pote$nsi 

masing-masing be$rdasarkan pe$raturan pe$rundang-undangan. 

Pelaksanaan otonomi tersebut dititik beratkan pada pemerintah kabupaten dan kota, yang 

dimaksudkan agar dae$rah yang be$rsangkutan dapat be$rke$mbang se$suai de$ngan ke$mampuannya 

se$ndiri ole$h kare$na itu pe$rlu upaya se$rius dilakukan ole$h dae$rah kabupate$n untuk me$ningkatkan 

ke$uangan dae$rahnya. Tanpa kondisi ke$uangan yang baik maka dae$rah tidak mampu 

me$nye$le$nggarakan tugas, ke$wajiban, se$rta ke$we$nangan dalam me$ngatur dan me$ngurus rumah 

tangganya. 

 

Setiap daerah memiliki kebijakan keuangan masing masing dengan peraturan daerah. Adapun 

ke$bijakan ke$uangan dae$rah diarahkan untuk me$ningkatkan pe$ndapatan asli dae$rah. Ke$adaan 

ke$uangan dae$rah sangat me$ne$ntukan corak, be$ntuk, se$rta ke$mungkinan-ke$mungkinan ke$giatan yang 

akan dilaksanakan ole$h pe$me$rintah dae$rah. Namun pe$rlu juga dipe$rhatikan bahwa pe$ningkatan 

pe$ndapatan asli dae$rah se$harusnya dilihat dari pe$rspe$ktif yang le$bih luas tidak hanya ditinjau dari 

se$gi dae$rah masing-masing te$tapi dalam kaitannya de$ngan ke$satuan pe$re$konomian Indone$sia. 

Definisi otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah hak, 

we$we$nang, dan ke$wajiban dae$rah otonom untuk me$ngatur dan me$ngurus se$ndiri urusan 

pe$me$rintahan dan ke$pe$ntingan masyarakat se$te$mpat se$suai de$ngan pe$raturan pe$rundang-undangan. 

Dalam hal ini, dae$rah dibe$ri ke$le$luasaan untuk me$manfaatkan pote$nsi yang dimiliki ole$h dae$rahnya 

se$ndiri. 

Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah 

adalah de$ngan me$ngukur se$be$rapa be$sar ke$mampuan ke$uangan suatu dae$rah untuk 

me$nye$le$nggarakan otonomi dae$rah. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 te$ntang Pe$me$rintah 

Dae$rah me$nye$butkan bahwa sumbe$r pe$ndapatan dae$rah te$rdiri atas pe$ndapatan Asli Dae$rah yang 

se$lanjutnya dise$but PAD; dana pe$rimbangan; dan lain-lain pe$ndapatan dae$rah yang sah. 

Peningkatan keuangan daerah utamanya melalui pendapatan asli daerah merupakan hal yang 

dike$he$ndaki se$tiap dae$rah kare$na ke$uangan dae$rah adalah hak dan ke$wajiban. Hak me$rupakan hak 

dae$rah untuk me$ncari sumbe$r pe$ndapatan dae$rah yang be$rupa pungutan pajak dae$rah, re$tribusi 

dae$rah atau sumbe$r pe$ne$rimaan lain-lain yang se$suai de$ngan ke$te$ntuan pe$rundang-undangan yang 

be$rlaku. Se$dangkan ke$wajiban adalah ke$wajiban dae$rah untuk me$nge$luarkan uang dalam rangka 

me$laksanakan se$mua urusan pe$me$rintah di dae$rah. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sangat berpengaruh dalam 

me$mbantu pe$re$konomian dae$rah khususnya dalam APBD yang digunakan untuk ke$pe$ntingan 

masyarakat. Pe$ntingnya Pe$ndapatan Asli Dae$rah dalam me$nunjang pe$ndapatan te$tap yang 

digunakan untuk me$mbiayai be$rbagai ke$giatan Pe$me$rintah. De$mikian pula alte$rnatif-alte$rnatif 

untuk me$maksimalkan Pe$ndapatan Asli Dae$rah te$lah pula dipe$rtimbangkan ole$h Pe$me$rintah 

Kabupate$n. Be$rdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 te$ntang Pe$rimbangan Ke$uangan 

Antara Pe$me$rintah Pusat dan Pe$me$rintah Dae$rah, Pe$ndapatan Asli Dae$rah te$rdiri dari: pajak dae$rah, 

re$tribusi dae$rah hasil pe$nge$lolaan ke$kayaan dae$rah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 
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Adapun salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan 

pote$nsi be$sar di Kabupate$n Hulu Sungai Utara adalah Re$tribusi Dae$rah, Dalam Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 te$ntang Pajak Dae$rah dan Re$tribusi Dae$rah, obje$k re$tribusi dae$rah te$rbagi 

atas 3 yaitu: jasa umum,  jasa usaha dan pe$rizinan te$rte$ntu. 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan Kualitas Pelayanan Surat Penerbitan Izin Trayek 

Angkutan Darat Pada  Pe$rhubungan Kabupate$n Hulu Sungai Utara. Lalu Be$rdasarkan Obse$rvasi 

Awal Yang Te$rdapat Be$be$rapa Fe$nome$na yaitu: Pe$layanan yang dibe$rikan ke$pada se$bagian 

masyarakat pe$milik ke$ndaraan angkutan umum me$me$rlukan waktu 1 sampai 2 minggu, se$hingga 

pe$milik ke$ndaraan angkutan umum yang me$minta izin untuk me$mbuat surat ke$putusan izin traye$k 

dan kartu pe$ngawasannya se$dang dalam prose$s pe$rizinan ulang atau pe$rpanjangan me$ngalami 

ke$sulitan untuk se$ge$ra me$ngope$rasikan ke$ndaraannya. (Sumbe$r Data: Hasil Obse$rvasi ke$pada 

Masyarakat Tahun 2024). Kurangnya transparansi dalam prose$dur pe$ngajuan dan pe$ne$rbitan izin 

traye$k. Prose$s yang tidak je$las atau tidak adanya standarisasi dalam pe$mbe$rian informasi me$nge$nai 

pe$rsyaratan, prose$dur, dan waktu pe$nye$le$saian pe$ngajuan izin se$ringkali me$nye$babkan 

ke$bingungan di kalangan pe$mohon izin. Banyak pe$laku usaha transportasi me$nge$luhkan bahwa 

me$re$ka tidak me$ndapatkan panduan yang je$las me$nge$nai dokume$n apa saja yang dipe$rlukan, 

langkah-langkah yang harus diikuti, se$rta waktu yang dibutuhkan untuk me$mpe$role$h izin te$rse$but. 

Kurangnya transparansi ini tidak hanya me$nciptakan ke$tidakpastian, te$tapi juga me$mbuka pe$luang 

te$rjadinya praktik-praktik yang tidak e$tis, se$pe$rti pungutan liar. (Sumbe$r Data Izin Traye$k Pada 

Tahun 2024). Kurangnya pe$ngawasan te$rhadap imple$me$ntasi izin se$ringkali tidak dilakukan de$ngan 

optimal. Pe$ngawasan yang le$mah ini me$mungkinkan te$rjadinya pe$langgaran, se$pe$rti pe$nggunaan 

izin di luar ke$te$ntuan yang te$lah dite$tapkan, pe$rubahan rute$ tanpa izin, atau bahkan pe$nyalahgunaan 

izin untuk ke$pe$ntingan yang tidak se$suai de$ngan pe$runtukannya. Se$lain itu, pe$ne$gakan hukum 

te$rhadap pe$langgaran izin juga ke$rap dianggap le$mah, di mana tindakan yang te$gas jarang diambil 

te$rhadap pe$langgar. Hal ini dapat me$ngakibatkan ke$tidakadilan bagi ope$rator transportasi yang 

me$matuhi aturan se$rta me$rusak ke$te$raturan lalu lintas dan transportasi di dae$rah te$rse$but. (Sumbe$r 

Data: Hasil Obse$rvasi ke$pada Masyarakat Tahun 2024) 

 

METODE 

Pe$ne$litian ini me$mbahas e$fe$ktivitas pe$ne$rbitan surat izin traye$k angkutan darat pada Dinas 

Pe$rhubungan Kabupate$n Hulu Sungai Utara. Tujuan pe$ne$nitian ini adalah untuk me$nge$tahui 

e$fe$ktivitas pe$ne$rbitan surat izin traye$k angkutan darat pada Dinas Pe$rhubungan Kabupate$n Hulu 

Sungai Utara dan untuk me$nge$tahui faktor-faktor yang me$mpe$ngaruhi e$fe$ktivitas pe$ne$rbitan surat 

izin traye$k angkutan darat pada Dinas Pe$rhubungan Kabupate$n Hulu Sungai Utara. 

Pe$ne$litian ini me$rupakan pe$ne$litian de$skriptif de$ngan pe$nde$katan kualitatif (Anggara Sahya, 

2015). Pe$ne$litian ini be$rmaksud me$nyajikan data se$cara siste$matis dan akurat me$nge$nai fakta-fakta 

dan fe$nome$na yang ada di lapangan. Te$knik pe$ngumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

obse$rvasi, dan dokume$ntasi (Sugiyono, 2015). Te$knik analisis data me$liputi pe$ngumpulan data, 

re$duksi data, pe$nyajian data, pe$narikan ke$simpulan (Sugiyono, 2015). 

 

PEMBAHASAN 

1. Keberhasilan Program 

Ke$be$rhasilan program di sini me$ngacu pada e$fe$ktivitas ke$se$luruhan dari program 

pe$ne$rbitan izin traye$k yang dilaksanakan ole$h Dinas Pe$rhubungan. Fokusnya adalah untuk 

me$nge$tahui apakah program ini mampu me$ncapai tujuan utama yang te$lah dite$tapkan, yaitu 
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me$mbe$rikan ke$pastian hukum dan ke$layakan ope$rasional bagi angkutan darat di wilayah 

te$rse$but. Ke$be$rhasilan program dilihat dari bagaimana tujuan dan pe$re$ncanaan dijalankan se$cara 

e$fe$ktif untuk me$ndukung te$rcapainya layanan pe$rizinan yang be$rkualitas. 

a. Tujuan Program  

Tujuan program sudah baik karena penerbitan izin trayek bertujuan memberikan 

le$galitas dan ke$se$lamatan bagi masyarakat pe$ngusaha angkutan. Hasil pe$ne$litian di atas 

se$jalan de$ngan te$ori Champbe$ll dalam Dyah Mutiarin & Arif Zae$nudin (2014: 96-97), 

e$fe$ktivitas khususnya pada sub variabe$l ke$be$rhasilan program de$ngan indikator tujuan 

program. 

b. Perencanaan Program 

Perencanaan program sudah baik karena penerbitan izin trayek dilakukan secara 

strate$gis dan te$rstruktur, me$ncakup analisis ke$butuhan traye$k, pe$me$taan wilayah, dan 

kolaborasi de$ngan pihak te$rkait. Hasil pe$ne$litian di atas se$jalan de$ngan te$ori Champbe$ll dalam 

Dyah Mutiarin & Arif Zae$nudin (2014: 96-97), e$fe$ktivitas khususnya pada sub variabe$l 

ke$be$rhasilan program de$ngan indikator pe$re$ncanaan program. 

2. Keberhasilan Sasaran 

Ke$be$rhasilan sasaran me$rujuk pada tingkat ke$te$patan program dalam me$njangkau targe$t 

atau pihak-pihak yang me$mbutuhkan izin traye$k ini. Ini te$rmasuk me$mastikan bahwa izin 

dibe$rikan ke$pada pe$mohon yang be$nar-be$nar me$mbutuhkan dan me$me$nuhi krite$ria. 

Ke$be$rhasilan sasaran juga ditinjau dari pe$laksanaan Standar Ope$rasional Prose$dur (SOP), yang 

me$ngatur se$tiap langkah dalam prose$s pe$ne$rbitan izin, se$hingga dapat be$rjalan se$suai standar 

yang te$lah dite$tapkan dan me$ncapai sasaran yang te$pat. 

a. Ke$te$patan Sasaran 

Ke$te$patan sasaran kurang baik kare$na masih te$rke$ndala dalam pe$ne$rbitan izin traye$k 

me$liputi ke$le$ngkapan dokume$n yang tidak le$ngkap, pe$ngawasan yang kurang e$fe$ktif, dan 

re$ndahnya sosialisasi ke$pada pe$ngusaha angkutan se$rta masyarakat. Hasil pe$ne$litian di atas 

tidak se$jalan de$ngan te$ori Champbe$ll dalam Dyah Mutiarin & Arif Zae$nudin (2014: 96-97), 

e$fe$ktivitas khususnya pada sub variabe$l ke$be$rhasilan sasaran de$ngan indikator ke$te$patan 

sasaran.  

b. Standar Ope$rasional Prose$dur 

Standar Ope$rasional Prose$dur pe$ne$rbitan izin traye$k kurang baik kare$na dalam 

pe$ne$rapannya masih me$nghadapi ke$ndala, te$rutama pada tahapan ve$rifikasi dokume$n dan 

pe$me$riksaan ke$layakan ke$ndaraan yang me$makan waktu le$bih lama. Hasil pe$ne$litian di atas 

tidak se$jalan de$ngan te$ori Champbe$ll dalam Dyah Mutiarin & Arif  Zae$nudin (2014: 96-97), 

e$fe$ktivitas khususnya pada sub variabe$l ke$be$rhasilan sasaran de$ngan indikator Standar 

Ope$rasional Prose$dur (SOP). 

3. Kepuasan Terhadap Program 

Ke$puasan te$rhadap program adalah ukuran dari se$jauh mana pe$ngguna jasa atau 

masyarakat me$rasa puas te$rhadap pe$layanan yang dibe$rikan ole$h Dinas Pe$rhubungan. Ke$puasan 

ini dapat dilihat dari re$spons masyarakat te$rhadap kine$rja, ke$te$patan waktu, se$rta sikap pe$tugas 

dalam me$layani masyarakat yang me$ngurus izin traye$k. Faktor-faktor yang be$rkontribusi 

te$rhadap ke$puasan te$rmasuk cara program dilaksanakan, ke$mudahan prose$dur, se$rta ke$mampuan 

pe$tugas dalam me$mbe$rikan pe$layanan yang ramah dan ce$pat. 

a. Pe$laksanaan Ke$giatan Program 
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Pe$laksanaan pe$ne$rbitan izin traye$k kurang baik kare$na adanya ke$ndala se$pe$rti 

ke$te$rbatasan pe$tugas, kurang optimalnya pe$ngawasan, se$rta ke$tidaktransparanan dalam 

prose$s. Hasil pe$ne$litian di atas tidak se$jalan de$ngan te$ori Champbe$ll dalam Dyah Mutiarin & 

Arif Zae$nudin (2014: 96-97), te$ntang e$fe$ktivitas pada sub variabe$l ke$puasan te$rhadap 

program de$ngan indikator pe$laksanaan ke$giatan program. 

4. Tingkat Input dan Output 

Tingkat input dan output be$rkaitan de$ngan e$fisie$nsi program dalam me$nggunakan sumbe$r 

daya (input) untuk me$nghasilkan layanan (output) yang maksimal. E$fisie$nsi ini ditandai de$ngan 

pe$rbandingan antara jumlah sumbe$r daya yang digunakan, se$pe$rti waktu, biaya, dan te$naga ke$rja, 

de$ngan jumlah atau kualitas izin yang dite$rbitkan. E$valuasi ini pe$nting untuk me$nge$tahui apakah 

program ini mampu me$mbe$rikan hasil yang se$suai de$ngan inve$stasi sumbe$r daya yang te$lah 

dike$luarkan. 

a. Pe$rbandingan  input dan output antara e$fe$sie$n dan tidak e$fe$sie$n 

Prose$s pe$ne$rbitan izin traye$k kurang e$fe$ktif kare$na masih me$nghadapi ke$tidake$fisie$nan 

akibat ke$te$rbatasan jumlah pe$gawai, pe$ngawasan yang kurang ke$tat, dan siste$m ve$rifikasi 

yang be$lum optimal. Hasil pe$ne$litian di atas tidak se$jalan de$ngan te$ori Champbe$ll dalam 

Dyah Mutiarin & Arif Zae$nudin (2014: 96-97), te$ntang e$fe$ktivitas pada sub variabe$l tingkat 

input dan output de$ngan indikator pe$rbandingan input dan output antara e$fe$sie$n dan tidak 

e$fe$sie$n. 

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh 

Pe$ncapaian tujuan me$nye$luruh adalah ukuran se$jauh mana program pe$ne$rbitan izin traye$k 

ini te$lah be$rhasil me$ncapai se$mua tujuan strate$gis yang dire$ncanakan, te$rmasuk le$galitas, 

ke$amanan, dan ke$te$raturan ope$rasional angkutan darat. Ini juga me$ncakup strate$gi yang diambil 

Dinas Pe$rhubungan dalam me$ncapai hasil akhir dan bagaimana organisasi me$nilai kine$rjanya 

dalam me$laksanakan tugas, me$ngatasi hambatan, dan me$ncapai sasaran yang diinginkan. 

a. Strate$gi Pe$ncapaian Tujuan Program 

Strate$gi pe$ne$rbitan izin traye$k kurang e$fe$ktif kare$na ke$te$rbatasan jumlah pe$tugas, 

pe$ngawasan yang kurang e$fe$ktif, dan minimnya sosialisasi ke$pada masayarakat.  Hasil 

pe$ne$litian di atas tidak se$jalan de$ngan te$ori Champbe$ll dalam Dyah Mutiarin & Arif Zae$nudin 

(2014: 96-97), te$ntang e$fe$ktivitas pada sub variabe$l pe$ncapaian tujuan me$nye$luruh de$ngan 

indikator strate$gi pe$ncapaian program.  

b. Pe$nilaian Organisasi dalam Me$laksanakan Tugas 

Pe$nilaian organisasi dalam pe$ne$rbitan izin traye$k kurang e$fe$ktif kare$na masih te$rbatas 

pada aspe$k administratif, se$me$ntara e$valuasi dan pe$ngawasan di lapangan be$lum maksimal. 

Hasil pe$ne$litian di atas tidak se$jalan de$ngan te$ori Champbe$ll dalam Dyah Mutiarin & Arif 

Zae$nudin (2014: 96-97), te$ntang e$fe$ktivitas pada sub variabe$l pe$ncapaian tujuan me$nye$luruh 

de$ngan indikator pe$nilaian organisasi dalam me$laksanakan tugas. 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerbitan Surat Izin Trayek Angkutan 

Darat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara 

1. Faktor yang Menghambat Efektivitas Penerbitan Surat Izin Trayek Angkutan Darat 

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara 

a. Kurangnya Ke$sadaran Masyarakat  

Kurangnya ke$sadaran masyarakat te$ntang pe$ntingnya izin traye$k angkutan darat 

me$njadi faktor utama yang me$nghambat pe$ne$rbitan surat izin traye$k pada Dinas 

Pe$rhubungan Kabupate$n Hulu Sungai Utara. Masyarakat umumnya kurang paham 
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me$nge$nai manfaat izin traye$k, yang be$rimbas pada re$ndahnya partisipasi me$re$ka dalam 

me$ndorong pe$ngusaha angkutan untuk me$matuhi pe$raturan. Faktor ini dapat diatasi de$ngan 

pe$ningkatan sosialisasi dan e$dukasi ke$pada masyarakat me$nge$nai pe$ntingnya izin traye$k 

de$mi ke$amanan, ke$nyamanan, dan ke$pastian hukum dalam pe$layanan angkutan. 

b. Kurangnya Pe$ngawasan 

Kurangnya pe$ngawasan me$rupakan faktor utama yang me$nghambat pe$ne$rbitan surat 

izin traye$k angkutan darat pada Dinas Pe$rhubungan Kabupate$n Hulu Sungai Utara. Tanpa 

pe$ngawasan yang e$fe$ktif, banyak angkutan yang be$rope$rasi tanpa izin traye$k, yang dapat 

be$rdampak buruk pada ke$se$lamatan dan ke$nyamanan masyarakat. Untuk me$ngatasi 

masalah ini, pe$rlu ada pe$ningkatan pe$ngawasan se$cara be$rkala, pe$ningkatan jumlah 

pe$tugas, se$rta sosialisasi yang le$bih inte$nsif ke$pada masyarakat dan pe$ngusaha angkutan 

me$nge$nai pe$ntingnya me$matuhi re$gulasi izin traye$k de$mi me$nciptakan layanan angkutan 

yang aman dan be$rkualitas. 

c. Prose$s Birokrasi yang lama 

Prose$s pe$ne$rbitan izin traye$k di Hulu Sungai Utara me$nghadapi tantangan utama 

be$rupa durasi yang lama dan prose$dur birokrasi yang komple$ks, yang me$mpe$ngaruhi 

e$fisie$nsi se$rta kualitas layanan angkutan. Me$skipun prose$dur yang ada te$lah diatur de$ngan 

baik, be$rbagai tahapan administratif, se$pe$rti pe$ngumpulan be$rkas, ve$rifikasi data, dan 

koordinasi antar bagian te$rkait, se$ring kali me$mbutuhkan waktu le$bih lama dari yang 

diharapkan. Hal ini me$nye$babkan frustrasi di kalangan pe$ngusaha angkutan dan pe$ngguna 

layanan, yang me$nge$luhkan ke$tidakpastian me$nge$nai status le$galitas angkutan se$rta 

dampaknya te$rhadap ope$rasional dan ke$se$lamatan angkutan umum. 

2. Faktor yang Mendorong Efektivitas Penerbitan Surat Izin Trayek Angkutan Darat 

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara 

a. Ke$mampuan Pe$gawai 

Prose$s pe$ne$rbitan izin traye$k di Dinas Pe$rhubungan Hulu Sungai Utara sangat 

be$rgantung pada ke$mampuan pe$gawai dalam me$mbe$rikan pe$layanan yang e$fisie$n dan 

informatif. Pe$gawai yang te$rlatih dan me$miliki pe$mahaman baik te$ntang prose$dur dapat 

me$mpe$rce$pat prose$s, me$nciptakan ke$nyamanan bagi pe$ngusaha angkutan, dan 

me$ningkatkan kualitas layanan. Pe$ngusaha angkutan me$ngungkapkan bahwa pe$layanan 

yang re$sponsif dan komunikatif me$mpe$rlancar pe$ngurusan izin traye$k. 

b. Ke$ramahan Pe$gawai  

Ke$ramahan pe$gawai Dinas Pe$rhubungan Hulu Sungai Utara be$rpe$ran pe$nting dalam 

me$mpe$rce$pat prose$s pe$ngurusan izin traye$k. Sikap ramah dari pe$tugas me$nciptakan 

suasana yang nyaman dan tidak te$gang bagi pe$ngusaha angkutan, yang pada gilirannya 

me$mbuat me$re$ka le$bih koope$ratif dan pe$rcaya diri dalam me$ngikuti prose$dur. Para 

pe$ngguna layanan dan pe$jabat te$rkait se$pakat bahwa ke$ramahan pe$gawai me$mpe$rmudah 

komunikasi, me$ngurangi ke$ce$masan, dan me$mpe$rlancar administrasi, yang be$rkontribusi 

pada e$fisie$nsi pe$layanan se$cara ke$se$luruhan. 
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SIMPULAN 

Be$rdasarkan uraian pada hasil pe$ne$litian dan pe$mbahasan, pe$ne$litian ini me$miliki ke$simpulan 

se$bagai be$rikut: 

1. E$fe$ktivitas pe$ne$rbitan surat izin traye$k angkutan darat pada Dinas Pe$rhubungan Kabupate$n Hulu 

Sungai Utara, masih kurang e$fe$ktif, hal ini te$rlihat dari: Pe$rtama, pada sub varibae$l ke$be$rhasilan 

program pada indikator tujuan program sudah e$fe$ktif kare$na pe$ne$rbitan izin traye$k be$rtujuan 

me$mbe$rikan le$galitas dan ke$se$lamatan bagi masyarakat pada indikator pe$re$ncanaan program 

sudah e$fe$ktif kare$na pe$ne$rbitan izin traye$k dilakukan se$cara strate$gis dan te$rstruktur. Ke$dua, 

pada sub varibae$l ke$be$rhasilan sasaran pada  indikator ke$te$patan sasaran kurang e$fe$ktif kare$na 

dokume$n yang tidak le$ngkap, pe$ngawasan yang kurang e$fe$ktif, dan re$ndahnya sosialisasi ke$pada 

pe$ngusaha angkutan se$rta masyarakat pada indikator Standar Ope$rasional Prose$dur kurang 

e$fe$ktif kare$na tahapan ve$rifikasi dokume$n dan pe$me$riksaan ke$layakan ke$ndaraan yang me$makan 

waktu le$bih lama. Ke$tiga, pada sub varibae$l ke$puasan te$rhadap program de$ngan indikator 

pe$laksanaan ke$giatan program kurang e$fe$ktif kare$na adanya ke$ndala se$pe$rti ke$te$rbatasan 

pe$tugas, kurang optimalnya pe$ngawasan, se$rta ke$tidaktransparanan dalam prose$s. Ke$e$mpat, pada 

sub varibae$l tingkat input dan output de$ngan indikator pe$rbandingan  input dan output antara 

e$fe$sie$n dan tidak e$fe$sie$n masih kurang e$fe$ktif ke$te$rbatasan jumlah pe$gawai, pe$ngawasan yang 

kurang ke$tat, dan siste$m ve$rifikasi yang be$lum optimal. Ke$lima, pada sub varibae$l pe$ncapaian 

tujuan me$nye$luruh pada indikator strate$gi pe$ncapaian tujuan program kurang e$fe$ktif kare$na 

ke$te$rbatasan jumlah pe$tugas, pe$ngawasan yang kurang e$fe$ktif, dan minimnya sosialisasi ke$pada 

masayarakat pada indikator pe$nilaian organisasi dalam me$laksanakan tugas kurang e$fe$ktif 

kare$na masih te$rbatas pada aspe$k administratif, se$me$ntara e$valuasi dan pe$ngawasan di lapangan 

be$lum maksimal. 

2. Faktor apa saja yang me$mpe$ngaruhi e$fe$ktivitas pe$ne$rbitan surat izin traye$k angkutan darat pada 

Dinas Pe$rhubungan Kabupate$n Hulu Sungai Utara, faktor yang me$nghambat yakni: kurangnya 

ke$sadaran masyarakat, kurangnya pe$ngawasan dan prose$s birokrasi yang lama. faktor yang 

me$ndorong yakni: ke$mampuan pe$gawai dan ke$ramahan pe$gawai dalam me$mbe$rikan pe$layanan.  
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